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KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pembangunan tanah Antjol sebagaimana jang dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun1960 dianggap perlu:

a. membentuk sebuah Panitya Negara jang diserahi tugas menjusun rentjana tindakan-
tindakan pembiajaan pelaksaannja;

b. menudjuk pedjabat jang bertanggung Djawab atas kelantjaran pelaksaan pembangunan
tersebut.

Mengingat : a. pasal 4 ajat ( 1 ) Undang-undang Dasar ;
b. Peraturan Pemerintah No. 51 tahun1960 tentang Perutukan dan penggunaan tanah

Antjol ( Lembaran Negara No. 167 tahun 1969 )

Mendengar : Pertimbangan Menteri-menteri Keuangan, Agraria, Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
Kesehatan, Kehakiman, Pendidikan, Pengadjaran, dan Kebudajaan, Pertanian dan Gubenur
Kepala Daerah Djakarta Raja.

M E M U T U S K A N :

Menetapakan :

P E R T A M A : A. Membentuk sebuah Panitya Negara dengan nama “ Panitya Peretjana
Pembangunan Antjol “ dengan tugas :

1. merentjanakan tindakan-tindakan jang diperlukan untuk pembangunan
tanah Antjol sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 51
tahu 1960,

2. menjusun rentjana pembiajaan guna pelaksanaa rentjana seperti jang
dimaksud sub 1:

B. Menudjuk sebagai anggota-anggota dari pada panitya Negara tersebut:

1. Menteri Keuangan merangkap Ketua.,
2. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
3. Menteri Kesehatan,
4. Menteri Agraria,
5. Menteri Perhubungan Laut,
6. Gubenur Bank Indonesia dan,
7. Gibenur Kepala Daerah Djakarta Raja.

C. Panitya tersebut haru nenjelesaikan tugasnja dalam waktu jang sesingkat-
singkatnja dan segera melaporkan hasilnja kepada Presiden.

K E D U A : Menudjuk Gubenur Kepala Daerah Djakrta Raja selaku pendjabat jang
bertanggung djawabatas kelantjaran pelaksanaan rentjana pembanguna tanah
Antjol, setelah disetujui oleh Preside.

K E T G A : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 Desember 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO


